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ABSTRAK

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Nusantara atau IKN menuai banyak polemik di tengah khalayak umum, khususnya
menyangkut konsep otorita sebagai bentuk sistem pemerintahan ibu kota negara.
Konsep tersebut dianggap menimbulkan kerancuan akibat tidak dikenal dalam
pengakuan konstitusi. Selain itu permasalahan pemerintahan di IKN yang akan
dpimpin oleh kepala otorita, yang dalam hal ini tidak dipilih melalui Pilkada pada
umumnya akan tetapi ditunjuk oleh Presiden memunculkan permasalahan adanya
penyusunan regulasi yang kurang tepat serta menguatnya sentralisasi kekuasaan
yang bertentangan dengan prinsip reformasi melalui penguatan otonomi daerah.
Penelitian ini akan menganalisis bagaimana mekanisme otorita IKN dianalisis dari
perspektif siyasah dusturiyyah dan otonomi daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kepustkaan dengan pendekatan
yuridis-normatif, sifat penelitian kualitatif dan teknik analisis deskriptif.
Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder, terdiri dari bahan hukum
primer yang berupa UU IKN dan bahan hukum sekunder yang berupa artikel hukum
dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan atau catatan referensi lainnya.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tinjauan siyasah dusturiyah
terhadap pembentukan UU IKN menunjukkan adanya mekanisme yang tidak
berjalan sesuai asas-asas dasar pembentukan undang-undang menurut Islam seperti
keadilan, kepastian dan musyawarah. Perspektif otonomi daerah terhadap eksistensi
sistem pemerintahan otorita di IKN menunjukkan pola pemerintahan menjadi lebih
sentralistis, sehingga jika dilihat akan mengurangi adanya partisipasi publik salah
satunya untuk menentukan pemimpin serta mengawasi jalannya pemerintahan
terhadap IKN. Hal tersebut disebabkan tidak adanya mekanisme check and
balances, yaitu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.

Kata kunci: Siyasah Dusturiyyah, Otonomi, Otorita, Pemerintah Daerah



ABSTRACT

After the passing of Law No. 3 of 2022 on the Archipelago Capital or IKN,
there have been many polemics among the general public, especially regarding the
concept of authority as a form of government system for the national capital. The
concept is considered to cause confusion due to the fact that it is not recognised in
the constitution, which clearly divides the territory of the Republic of Indonesia into
provincial units. In addition, the issue that has become the focus of discussion is
the government in IKN which will be led by the head of the authorita, which in this
case is not elected through Pilkada in general but appointed by the President. This
raises the issue of improper drafting of regulations and the strengthening of
centralisation of power which is contrary to the principles of reform through
strengthening regional autonomy. This research will analyse how the principle of
the problem is analysed with siyasah dusturiyyah and regional autonomy.

This type of research is a legal research with a juridical-normative
approach, qualitative research nature and descriptive analysis techniques. Data
collection is done through secondary data, consisting of primary legal materials in
the form of the IKN Law and secondary legal materials in the form of legal articles
and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and or other reference
notes.

The results showed that the siyasah dusturiyah review of the formation
of the IKN Law showed that there was a mechanism that did not work according to
the basic principles of law formation according to Islam. The perspective of
regional autonomy on the existence of the authoritative government system in IKN
shows that the pattern of government becomes more centralised, so that if seen, it
will reduce the existence of public participation, one of which is to determine the
leader and oversee the course of government towards IKN.

Keywords: Siyasah Dusturiyyah, Autonomy, Authority, Local Gorverment



HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

B Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

R

Qi FM-UINSK-BM-05-03/RO
Hal : Tesis Saudara Faza ‘Ainun Najah, S.H.

Lamp :-

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Faza *Ainun Najah
NIM 122203011067
Judul Tesis : Islam dan Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari’ah, Fakultas
Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai

salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera
dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya itu kami ucapkan terima kasth.

Wassaalamua’alaikum Wr. Wh.

Yogyakarta, 02 Juni 2024

Pembimbing

W WA

s q ,‘ v

Dr. H. M. Nur, S.Ag.. M.Ag

NIP. 197008161997031002

“



HALAMAN PENGESAHAN

m KEMENTERIAN AGAMA
&'t" UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
Dn FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-596/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul :ISLAM DAN OTORITA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA NEGARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAZA TAINUN NAJAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011067

Telah diujikan pada : Kamis, 20 Juni 2024

Nilai ujian Tugas Akhir tA

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

& Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
¢ SIGNED

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
5 SIGNED

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

5 Prof. Dr. Drs. H. Makhrus. SH.. MHum.
SIGNED

Valid 1D: 668366cc61f5a

71 02/07/2024



HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN

5]
&f’, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Faza ‘Ainun Najzh
NIM : 22203011067
Prodi : limu Syari’ah

Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya adalah asli, hasil karya atau
laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang
lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam
acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 25 Mei 2024
Yang menyatakan

Faz ;!.""“‘N il
NIM: 22203011067



MOTTO

“SEGALA SESUATU ADA ZAKATNYA, DAN ZAKATNYA ILMU
ADALAH MENGAJAR”

Vi



PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No:
158/1987 dan 0543b/U/1987.

l. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o ba’ B Be
< ta’ T Te
& $a’ S es (dengan titik di atas)
a Jim J Je
c ha’ H ha (dengan titik di bawah)
& kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
B ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
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o= Sad S es (dengan titik di bawah)
) Dad D de (dengan titik di bawah)
b ta’ te (dengan titik di bawah)
L za’ zet (dengan titik dibawah)
& ‘ain koma terbalik (di atas)
¢ Gain G ge dan ha

s fa’ Ef

S Qaf Q Qi

< Kaf Ka

J Lam El

N Mim M Em

O Ndn N En

B Wawa w We

e ha’ H Ha

" Hamzah Apostrof

¢ ya’ X Ye

A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

Ditulis

Nazzala

d}
o

Ditulis

Bihinna
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B. Ta’ Marbutah diakhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

4aSa Ditulis Hikmah
ialadl Ditulis Bil-
mashalih

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserapdalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya

kecuali dikehendaki lafal lain).

C. Vokal Pendek

. Ditulis A
dat Fathah fa’ala
) Ditulis |
A Kasrah Zukira
. Ditulis U
AL Dammah Yazhabu
D. Vokal Panjang
Fathah + alif e A
P Ditulis Fala
Fathah + ya’ mati - A
.. Ditulis Tans
&4 A
Kasrah + ya’ mati ¥ ., ]
e Ditulis Tafsil
Dlammah + wawu mati i U
Jsai Ditulis Usiil
E. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati il Ai
a3l Ditulis az-zuhaili
Fatha + wawu mati il Au
Al Ditulis ad-daulah




F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
acifi Ditulis A’antum
Gae Ditulis U’iddat
Al Sl Ditulis La’in syakartum

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “/”’

LAY

Ditulis

Al-Qur’dn

Cladl)

-

Ditulis

Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunaka huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

& laiad)

Ditulis

As-Sama’

o :-“

Ditulis

Asy-Syams

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

029l 93

Ditulis

Zawi al-furtd

audidal

Ditulis

Ahl as-sunnah

I.  Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:




Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya.

Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

Namun penggarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad
Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR
eI o A
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kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya,
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otorita Ibu Kota Negara adalah interpretasi pelaksanaan pemerintahan daerah
yang dikelola oleh kepala otorita yang bertugas dalam pembangunan bahkan
melaksanakan pemerintahan yang ada di Ibu Kota Negara. Ibu kota Negara adalah
sebagai pusat pemerintahan pada suatu negara yang mana kedudukannya adalah
sebagai Provinsi. UUD RI 1945 telah menyebutkan bahwa setiap daerah terbagi
atas Provinsi, Kabupaten dan Kota yang mana setiap daerah tersebut dipimpin oleh
Gubernur, Bupati dan Walikota yang dipilih memalui pemilihan umum yang
demokratis.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau
disingkat UU No0.3/2022 mempunyai Pemerintahan Daerah yang Khusus bertugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang disebut dengan Otorita Ibu Kota
Negara dipimpin oleh seorang Kepala Otorita. Tugas dari Otorita adalah sebagai
pelaksana rancangan persiapan pembangunan kemudian pemindahan Ibu Kota
Negara dan juga penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara,
Kepala Otorita Daerah Khusus Ibu Kota Negara juga mempunyai kedudukan setara
dengan menteri yang mana ditunjuk, dilantik dan diberhentikan oleh Presiden yang

telah konsultasi dengan lembaga legislatif.!

1 UU No.3/2022 Tentang Ibu Kota Negara.



Sejak diundangkannya UU a quo, penulis menemukan ada ketidaksesuaian
atau keselarasan Undang-Undang tersebut dengan konstitusi atau yang disebut
UUD NRI 1945. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 dan Pasal 5
UU a quo dengan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945. Hal demikian mengingat
bahwasannya, konsep negara Indonesia terbagi ke dalam daerah provinsi, sehingga
konsep Otorita tersebut menimbulkan ambiguitas bagi penyelenggaraan
pemerintahan daerah di Indonesia. Selain itu, isu yang begitu menyita perhatian
publik adalah model kepemimpinan di dalam Otorita IKN yang dianggap
berpotensi memunculkan adanya sentralisasi kekuasaan, akibat dari pengisian
jabatan yang dilakukan melalui penunjukan oleh Presiden.

Perihal baru yang juga menjadi sorotan adalah mekanisme pengisian atau
pengangkatan jabatan Kepala Otorita ditunjuk ataupun dipilih langsung oleh
Presiden dinilai menuai kontra karena tidak melibatkan peran aktif elemen
masyarakat dalam pengangkatan Kepala Otorita IKN. Maka tidak heran jika para
ahli hukum Tata Negara memberikan kritik terhadap konsep kepemimpinan yang
ada di dalam IKN. Salah satunya, Bivitri Susanti seorang dosen di Sekolah Tinggi
Hukum Jentera telah melihat dan menilai pemerintahan Otorita IKN
memungkinkan menimbulkan munculnya otoritarianisme di tingkat daerah TKN
karena hanya dikendalikan dan dilaksanakan oleh eksekutif.

Melihat konsep Otorita IKN, menunjukkan bahwa Presiden tidak
menjalankan amanat yang ada dalam UUD NRI 1945 dan tidak mencerminkan nilai
atau aspek yang terkandung dalam demokrasi di Indonesia. Sementara itu, setiap

peraturan dalam perundang-undangan dibentuk sejalan dan tidak bersebrangan



dengan tata peraturan yang lebih tinggi. Hal tersebut merupakan interpretasi dari
struktur hierarki regulasi yang disebutkan telah disebutkan pada Pasal 7 UU No.
12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Konsep teoritis penelitian ini akan menggunakan dua pendekatan, yaitu
pertama, perspektif hukum Islam terkait disiplin ilmu yang mengatur tentang
regulasi peraturan perundang-undangan terklasifikasikan ke dalam bidang figh
siyasah. Siyasah adalah cakupan aspek hukum Islam yang mengatur dan mengelola
mengenai kehidupan umat manusia dalam konteks berbangsa dan bernegara guna
menjemput kemanfaatan. Perspektif kedua yang akan digunakan adalah teori
otonomi daerah yang akan menguraikan bagaimana sistematika penyelenggaraan
pemerintahan daerah di Indonesia .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan,
penulis mengidentifikasi beberapa masalah di atas yang mengarahkan signifikansi
kajian di dalam penelitian akan membahas konsep Otorita IKN di dalam UU No.
3/2022 ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyyah dan teori otonomi daerah, di
antaranya:

1. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara?

2. Bagaimana tinjauan otonomi daerah terhadap pemerintahan daerah dan
penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian



Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini
secara langsung diuraikan sebagai berikut:

a) Untuk mengkritisi, menganalisa dan memahami aspek-aspek siyasah
dusturiyyah dalam UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara.

b) Untuk mengkritisi, menganalisa dan memahami konsep pemerintahan
daerah dalam UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara perspektif
otonomi daerah.

2. Kegunaan Penelitian

a) Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan wawasan tentang
paradigma siyasah dusturiyyah dan otonomi daerah terhadap konsep
otorita Ibu Kota Negara dan menambah khazanah keilmuan bagi
perkembangan hukum tata negara.

b) Memberikan sumbangsih pemikiran dalam konsep otorita di Ibu Kota
Negara agar sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Pertama, penelitian dari Wahyu L Mahdi tentang Politik hukum pembentukan
otoritas ibu kota negara dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dengan rumusan
masalah problematika pembentukan Pemerintahan Otorita IKN dalam konteks
hukum positif di Indonesia dan bagaimana politik hukumnya dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia?. Hasil penelitian menunjukkan dari segi politik hukum
menilai bahwa hal diatas adalah kesempatan konstitusi yang menegaskan dan
menjelaskan bahwa Indonesia Mengakui wilayah yang memiliki karakteristik

khusus ataupun istimewa jika diatur oleh Undang-Undang tepatnya pada pasal 18.



Oleh karenanya pengaturan terkait Pemerintahan Otorita IKN Ini adalah sesuatu
yang sesuai dengan konstitusi dan tidak melanggar prinsip-prinsip negara Indonesia
karena telah diatur secara jelas dalam teks undang-undang dan peraturan yang
berlaku.

Kedua, Penelitian oleh Hamdani dan rekannya Wulan tentang rezim
executive heavy terhadap menggerakan sistem pemerintahan daerah IKN dengan
signifikansi bahasan yang akan mempertanyakan tentang bagaimana kesamaan
Badan Otorita IKN dengan pola executive heavy di masa Orde Baru?. Hasil dari
penelitian telah ditemukan beberapa kesamaan diantaranya tidak ada batasan
berulang-ulang jabatan Kepala Badan Otorita dan Wakil Badan Otorita Seseorang
dapat menjabat tanpa adanya badan legislatif, sehingga fungsi legislasi, anggaran,
dan pengawasan tidak terpenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah IKN.
Kekhususan otorita IKN yang penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi
bersifat eksekutif-legislatif adalah refleksi executive heavy yaitu Presiden atau
lembaga eksekutif cenderung memiliki kekuasaan yang cukup besar.’

Ketiga, Penelitian oleh Metho P. Sihombing dan P. Oktavian tentang
pembentukan dan pelaksanaan pemerintahan otorita perlu dianalisis secara hukum
yang ditinjau dengan perspektif otonomi daerah. Berdasarkan hasil penemuan
penelitian yang ditinjau dari Otonomi Daerah bahwa tidak ada pembentukan daerah

yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat, tidak ada penggunaan Otorita sebagai entitas

2 Wahyu Laksana Mahdi, “Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota
Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3:10 (2022).

3 Khulaifi Hamdani dan Ulvi Wulan, “Rezim Executive Heavy Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan,” Jurnal Legislatif, Vol. 5:2 (2022).



yang mengurus semua urusan pemerintahan daerah, dan tidak ada proses legislasi
bersinergi pada ketentuan UU yang berlaku. Dikhawatirkan bahwa hal ini bisa
menciptakan masalah terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan, yang
kemungkinan akan bersinggungan dengan lembaga, kementerian, dan pemerintah
daerah lainnya, karena pada dasarnya, nomenklatur Otorita tidak dibentuk untuk
menyelenggarakan pemerintahan daerah.*

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Aris Munandar, L,O. Husen, dan
Askari R tentang tinjauan hukum terhadap eksistensi otorita terhadap UU No.
3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Signifikansi dalam penelitian tersebut membahas
tentang bagaimana Otorita menurut Undang-Undang. Hasil pembahasan yang telah
ditemukan adalah pelaksanaan konsep Otorita IKN sebagai hanya perpanjangan
tangan dari pemerintah pusat yang mana seharusnya tetap dalam formulasi
pemerintahan daerah berdasarkan konstitusi yang mana untuk mengatur adanya
pemerintahan daerah yaitu dengan daerah provinsi atau kabupaten dan kota.’

Kelima, penelitian yang dilaksanakan oleh Yusqiy Ahliyan tentang
Political will sistem Otorita IKN (OIKN) pada Pasal 4 UU No. 3/2022 dengan
rumusan masalah Political will dalam mengesahkan sistem pemerintahan daerah
berupa otorita setara dengan kementerian tercermin dari keputusan politik yang

diambil oleh para pembuat kebijakan paradigma konstitusionalitas konsep Otorita

4 Sevi Lestari, “Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah,” Jurnal Pendidikan dan
Konseling, Vol. 3:4 (2022).

® Aris La Ode Husen dan Askari Razak Mundandar, “Tinjauan Hukum Tentang Eksistensi
Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara,” Journal of Lex
Generalis (JLS), Vol. 3:3 (2022).



IKN dalam Pasal 4 UU IKN No. 3 Tahun 2022 menegaskan legalitas dan wewenang
Otorita IKN sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan ibu kota
negara, yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut? Hasil penelitian
yang telah ditemukan adalah bahwa Pemerintah berusaha membangun kehendak
politik yang terstruktur, dengan tujuan menciptakan suasana baru dalam sistem
pemerintahan daerah. Pemerintah Pusat secara sepihak dan menempatkan posisi
sebagai pihak tunggal dalam menentukan kebijakan pada Ibu Kota Negara tanpa
dibarengi partisipasi publik secara jelas. Apabila didasarkan pada ketatanegaraan
mengenai penafsiran originalisme, maka pasal 4 UU IKN tidak sesuai dengan
paradigma dan makna yang termaktub dalam Pasal 18 UUD NRI 1945.°

Keenam, penelitian oleh Doni Nugroho tentang Bentuk IKN dengan
rumusan masalah, bagaimana bentuk IKN Nusantara dalam NKRI?. Hasil
penelitian yang ditemukan adalah IKN Nusantara memiliki struktur pemerintahan
daerah yang bersifat terpusat, yang menyebabkan kurangnya keterkaitan antara
lembaga legislatif dan eksekutif dalam proses pembuatan peraturan di tingkat
daerah. Bentuk pemerintahan pada IKN yang terpusat dikarenakan absennya
DPRD, tidaklah tepat untuk menyebutnya sebagai pemerintah daerah. dalam
membuat peraturan daerah dan sangat tidak sesuai dengan asas otonomi dan tugas

pembantuan.’

& Yusgiy Ahliyan, “Political Will Sistem Otorita IKN ( OIKN ) dalam Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022,” Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol. 2:2 (2022).

" Doni Nugroho, “Bentuk Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia,” The Indonesian Journal of Politics and Policy, Vol. 4:1 (2022).



Ketujuh, penelitian yang dilaksanakan oleh Rizki Mulyaningsih tentang
kedudukan dari kepala otorita IKN dalam perspekti otonomi daerah” dengan
rumusan masalah bagaimana posisioning Kepala Otorita dalam UU No. 3/2022 dan
bagaimana implikasi yang akan timbul dari pengaturan kedudukan Kepala Otorita
ditinjau dari hukum otonomi daerah?. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan
bahwa kedudukan Kepala Otorita sebagai kepala dari pemerintah daerah khusus
setingkat provinsi dan tidak dipilih secara demokratis melainkan ditunjuk langsung
presiden, dalam artian daerah khusus IKN tidak dipimpim oleh gubernur. Dalam
otonomi daerah, terdapat sebuah hak, wewenang dan juga kewajiban untuk
mengurus dan mengatur sendiri urusan dalam pemerintahan daerah sehingga
implikasi dari pengaturan kedudukan Kepala Otorita juga seolah tidak
mencerminkan adanya asas otonomi serta desentralisasi.®

Kedepalan, penelitian yang dilaksanakan oleh Farisa L, dan rekannya
Waluyo tentang Catatan Kritis dari Pembentukan UU No.3/2022 Tentang Ibu Kota
Negara dan Implikasi yang akan ditimbulkan masalah hukum dengan rumusan
masalah apakah penyusunan UU No.3/2022 Tentang Ibu Kota Nusantara sesuai
dengan pedoman yuridis dari pembentukan perundang-undangan dan bagaiaman
implikasi hukumnya?. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa proses
pembentukannya ada unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur partisipasi masyarakat

sehingga menghiraukan prinsip kedaulatan rakyat. Impilikasi hukum yang kelak

8 Rizki Mulyaningsih, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif
Hukum Otonomi Daerah,” Jurnal Lex Renaissance, Vol. 7:2 (2022).



akan muncul tentu sangat beragam, mulai dari regulasi lanjutan dalam IKN akankan
berbentuk peraturan daerah atau peraturan kemeterian.®

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Fikri Hadi dan Farina tentang
konstitusionalitas otorita IKN sebagai pola bentuk pemerintahan daerah dengan
rumusan masalah bagaimana konstitusionalitas pemerintahan otorita IKN sebagai
pemerintah daerah dilihat dari sistem ketatanegaraan indonesia dan bagaimana
konstitusionalitas kepala Otorita IKN?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
lembaga otorita Ibu Kota Nusantara bertentangan atau tidak sesuai dengan pasal 18
ayat (1) UUD NRI 1945 yang mana dalam UUD NRI 1945 yang hanya mengenal
istilah daerah provinsi, dan kabupaten ataupun kota sebagai bentuk pemerintahan
daerah dan bukan otorita. Mengenai kepala otorita IKN sebagai Kepala Daerah juga
dinilai tidak selaras dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.1°

Kesepuluh, penelitan oleh M. Reza dan juga Alif F, Rahman tentang
penjelasan dari hukum (Restatement) terhadap kedudukan peraturan otorita
IKNsignifikansi dalam penelitian ini akan membahas tentang problem hukum
dalam UU IKN dari level legislasi dengan menggunakan pendekatan penjelasan
hukum (restatement). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala IKN yang mana
disebutkan setingkat menteri, namun secara fungsinya dalam konteks ini, mereka

dapat diposisikan sebagai pejabat administratif pada wilayah lokal seperti hal nya

® Fanisa Luthfia Putri Erwanti dan Waluyo Waluyo, “Catatan Kritis Pembentukan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan,”
Souvereignity: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1:1 (2022).

WFikir dan Farina Gandryani Hadji, “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai
Bentuk Pemerintahan Daerah,” Majalah Hukum Nasional, Vol. 51:3 (2018).
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kepala daerah. Maka, berbagai ketentuan yang dihasilkan tidak dijadikan sebagai
produk hukum dengan teknikal penyelenggara, Mereka sebaiknya diposisikan
sebagai lembaga yang mengatur tata aturan, yang bertanggung jawab dalam
menjalankan pemerintahan daerah yang otonom.!!

Kesebelas, penelitian oleh Siti Amila dkk tentang analisis dari pemindahan
ibu kota negara dapat memiliki efek dan potensi risiko yang berbeda terhadap
ekonomi Indonesia. Signifikansi penelitian membahas terkait bagaimana risiko
pemindahan ibu kota negara bagi ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian
menunjukkan, ada dampak positif dari pembangunan IKN yaitu pemerataan
pembangunan serta menumbuhkan ekosistem ekonomi baru, namun demikian
terdapat risiko jangka panjang terutama skema pembiayaan yang perlu dialokasikan
secara efektif. Hal tersebut diperlukan sebagai upaya pengendalian inflasi dari
harga tanah di sekitar IKN maupun kenaikan harga di berbagai aspek kebutuhan
masyarakat.'?

Keduabelas, penelitian oleh Muhmmad RM Fayasy F dan rekannya Faraz A.
Arelia tentang diskrepansi sistem pemerintahan daerah [KN. Signifikansi penelitian
membahas tentang bagaimana kerangka otorita IKN dilihat dari konsep kekuasaan
dan kewilayahan pemerintah daerah di Indonesia menggunakan pendekatan
konseptual dan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakcocokan

penggunaan sistem pemerintahan daerah khusus IKN terhadap mekanisme

1'M Reza dan Alif Fachrul Rachman Baihaki, “Penjelasan Hukum (Restatement)
Kedudukan Peraturan Otorita Ibu Kota Negara Menurut Hukum,” Majalah Hukum Nasional, Vol.
52:1 (2022).

12 Siti Amila et al, “Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap
Ekonomi Di Indonesia,” Jurnal Sahmiyya, Vol. 2:1 (2023).
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penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dikarenakan istilah tersebut
tidak digunakan atau tercantum dengan jelas pada landasan konstitusi negara Pasal
18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Secara administrasi, penggunaan sistem
tersebut juga tidak selaras dengan sistem prefektur terintregasi dan penguatan
otonomi daerah pasca reformasi.™®

Ketigabelas, penelitian oleh Addriana Della Nasution tentang potensi
pelanggaran konstitusional terkait eksistensi Kepala Otorita dalam undang-undang
IKN. Signifikansi penelitian membahas tentang bagaimana konsep otorita IKN
yang dipimpin oleh Kepala Otorita ditinjau dari teori perundang-undangan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwasanya status atau eksistensi dari kepala otorita IKN
memiliki ketidakjelasan pengklasifikasian sebagai kepala daerah atau menteri. Hal
tersebut berpotensi pada disharmoni dalam tatanan peraturan perundang-undangan
di Indonesia, dimana setiap daerah dapat menghasilkan produk hukum berupa
peraturan daerah.'*
E. Kerangka Teori

1.  Siyasah Dusturiyyah

Siyasah dusturiyyah adalah salah satu aspek disiplin ilmu dari figh
siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, termasuk

konsep konstitusi legislasi, dan lembaga demokrasi, serta syura yang menjadi

13 Muhammad Rm Fayasy Failaq and Faraz Arelia, “Diskrepansi Sistem Pemerintahan
Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” Jurnal Studi Kebijakan Publik, Vol. 1:1 (2022).

14 Addriana Della Nasution, “Potensi Pelanggaran Konstitusional terkait Eksistensi Kepala
Otorita dalam Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara,” Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 2:2
(2023).
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pilar dalam tata perundang-undangan. Salah satu prinsip dari siyasah
dusturiyyah ialah bahwa peraturan perundang-undangan harus sejalan atau
tidak bertolak belakang dengan syariat Islam, yang berarti setiap undang-
undang harus mengacu terhadap konstitusi yang sudah ditetapkan.®®

Menurut Abdul Wahab Khallaf, siyasah dusturiyyah memiliki asas-
asas yang harus diperhatkan, yaitu:

a) Bentuk pemerintahan dan landasan yang mendasinya;

b) Hak-hak individual; dan

¢) Pihak yang berwenang untuk mengatur negara.®

Adapun perumusan tata perundang-undangan harus sesuai kebijakan
yang dibentuk oleh pemimpin terhadap rakyat harus dihubungkan dengan
kemaslahatan. Selain itu, ada prinsip yang harus diperhatikan yaitu,
persamaan kedudukan dari semua masyarakat di hadapan hukum tanpa
membeda-bedakan kelas sosial, dan pendidikan serta agama.l’ Setiap dari
warga negara memiliki hak dasar yang telah dijamin oleh hukum agama dan
negara, diantaranya meliputi perlindungan terhadap keamanan individu
ataupun kelompok, kehormatan, harta, dan berbagai aspek lain seperti

ekonomi dan sosial.*®

15 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014), him. 177.

$Dimas Nurkhlobi, “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sunan Ampel,
tahun (2016), him. 24.

1 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, him. 177-178.

18 Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran,” Petita
Jurnal Kajian Syaria dan Hukum, Vol. 2:2 (2017), him.82.
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Penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam tidak
menyinggung bagaimana mekanisme kekuasaan di suatu negara harus
dijalankan baik menggunakan konsep pemisahan (separation), pembagian
(distribution), atau penyatuan (integration) kekuasaan. Namun demikian,
Islam mengajarkan bagaimana hendaknya politik kenegaraan harus
dijalankan berdasarkan asas musyawarah.'®,

2.  Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Ni’matul Huda bukan hanya sekedar
pemencaran kewenangan, tetapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur
dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat
dan satuan tingkat lebih rendah. Pemerintah daerah mempunyai hak,
wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan
pemerintahan serta kepentingan masyarakat. Kewenangan yang dimiliki
memiliki batasan-batasan yang telah ditentukan.?® Adapun prinsip-prinsip
dari otonomi daerah, yaitu: desentralisasi, dekonsentrasi, partisipasi
masyarakat, dan kemajuan ekonomi dan sosial.?!

Adanya otonomi daerah merupakan suatu upaya dalam rangka
mewujudkan penyelenggaraan dalam pemerintahan daerah dengan

mempercepat tercapainya kesejahteraan untuk masyarakat melalui pelayanan,

Katimin, Politik Islam: Study tentang Azas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah
Politik Umat Islam (Medan: Perdana Publishing, 2017), him. 56.

20 Rizki Mulyaningsih, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif
Hukum Otonomi Daerah,” Jurnal Lex Renaissance, Vol.7:2 (2022), him. 302.

21 1bid., hIm. 306.
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dan pemberdayaan, serta partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.?? Perlu
mengingat potensi daerah yang beraneka ragam tentunya memerlukan
langkah penyelenggaraan pemerintahan yang Setiap prinsip memiliki ciri
khas yang unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adanya
otonomi daerah menjadi instrumen untuk mampu mendorong kreativitas dan
inovasi daerah terhadap pelaksanaan pemerintahan yang efektif demi
terciptanya pelayanan publik yang optimal. 2 Implikasi dari sistem
pemerintahan otorita juga akan menimbulkan polemik diantaranya
penunujukan kepala otorita dan peraturan daerah yang akan dibentuk
kemudian hari.
F. Metode Penelitian

1.  Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya lakukan adalah penelitian berbasis literatur
(library research), yang melibatkan proses pengumpulan data dari buku,
jurnal, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli.?* Penelitian
ini mengandalkan bahan pustaka untuk mengumpulkan informasi penelitian..
2.  Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, suatu jenis penelitian yang

berupaya untuk menggambarkan beberapa data yang diperoleh kemudian

22 Achmad Fauzi, “Otonomi daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Yang Baik,” Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 16:1 (2019), him. 14.

2 Andi Azikin, “Makna Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pada Era Reformasi,” Jurnal Manajemen Pemerintahan, Vol. 5:1 (2018), him. 46.

24 Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), him. 31.
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dianalisis dengan sistematis untuk memberikan jawaban mengenai masalah
yang ada.?® Penelitian ini adalah kualitatif, yang mengacu pada metode
penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari teks tertulis atau hasil
informasi yang diperoleh melalui keterangan lisan, hal demikian disebabkan
metode tersebut merupakan cara untuk mendekati aspek empiris.?®

Peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis konsep Otorita dalam
UU IKN dengan menggunakan acauan beberapa literatur yang relevan dan
menggunakan pandangan siyasah dusturiyyah dan otonomi daerah sebagai
pisau analisis.
3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan normatif yuridis (Statute
approach), yang menekankan penggunaan peraturan perundang-undangan
sebagai landasan utama dalam proses penelitian.?” Fokus pada penelitian ini
adalah bagaimana konsep Otorita Ibu Kota Negara dalam UU IKN terkait
dengan penunjukkan kepala Otorita atau Kepala Daerah langsung oleh
Presiden.

4. Sumber dan Jenis Data

% Sugiono, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, ed. oleh Alfabeta Bandung
(Bandung, 2020), him. 29.

26 Steven J Taylor, Introduction to Qualitative Research Methods (New Jersey: Jhon Wiley
& Sons, Inc., 2016). him 7.

27 Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek (Surabaya: CV. Jakad Media
Publishing, 2020), him 87.



16

Data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua
jenis, yakni data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier, dan data non-hukum berupa hasil wawancara, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data-data yang menjadi objek
utama pada rencana penelitian yang mana berupa peraturan perundang-
undangan diantarannya:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;
2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang
Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara;
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku, karya ilmiah
berupa artikel jurnal ataupun hasil penelitian, serta sumber-sumber
kepustakaan lainnya yang relevan dengan objek penelitian serta dapat
mendukung proses analisis di dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier
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Bahan hukum tersier akan berisi data-data yang didapat dari
berbagai referensi yang bersifat melengkapi analisis, seperti kamus
hukum dan referensi yang diperoleh dari media internet.

5.  Teknik Pengumpulan Data
Penelitian normatif menggunakan metode pengumpulan materi hukum
yang dilakukan dengan memeriksa sumber-sumber hukum pustaka yang
sering disebut sebagai bahan hukum sekunder. Beberapa bahan hukum yang
digunakan dalam penelitian ini berasal dari beberapa buku, artikel, termasuk
jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian.
6.  Teknik Analisis Data
Metode analisis data di dalam penelitian ini menggunakan teknik
kualitatif dengan model analisis konten yaitu menguraikan data penelitian
secara menyeluruh dengan teori yang digunakan.
G. Sistematika Pembahasan
Penelitian ini terstruktur dalam lima bab, dengan uraian pembahasannya
sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang akan menguraikan mengenai
rencana penelitian yang berisi dari motif dasar alasan atau latar belakang penelitian,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka
teori, dan metode penelitian serta sistemtika pembahasan.

Bab kedua merupakan kunci dari pisau analisis yang bakal digunakan pada

penelitian yaitu mengenai diskursus kajian siyasah dustiriyyah dan otonomi daerah
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yang mana akan diuraikan mengenai definisi, ruang lingkup dan sub bab lainnya
yang dibutuhkan untuk menganalisis penelitian.

Bab ketiga akan memaparkan terkait data-data terkait UU No.3/2022
tentang Ibu Kota Negara dan konsep pemerintahan otorita yang ada dalam Undang-
Undang tersebut.

Bab keempat adalah bagian analisis data yang menjadi jawaban dari
permasalahan yang telah diuraikan mengenai konsep otorita IKN menggunakan
tinjauan siyasah dusturiyyah dan otonomi daerah.

Bab kelima yaitu berisikan penutup yang akan dipaparkan terkait
kesimpulan atas rumusan masalah penelitian. Adapun kritik maupun saran terkait

konsep Otorita dalam UU No.3/2022.



A.

BAB YV

PENUTUP

Kesimpulan

Bab penutup berikut akan menguraikan kesimpulan yang dapat diambil dari

berbagai uraian analisis di dalam bab sebelumnya, sebagai berikut:

3.

Berdasarkan aspek wasa il pemenuhan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah
untuk mencapai tujuan maqgasid, mulai dari mekanisme pembentukan
peraturan perundang-undangan yang mana dalam hal ini adalah Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka Dewan
Perwakilan Rakyat merupakan lembaga mempunyai kewenangan dalam
membentuk dan mengesahkan peraturan negara atau undang-undang. Hal
tersebut merupakan bentuk representasi kedaulatan rakyat sebagai amanah
yang harus ditunaikan, dimana pembentukan undang-undang haruslah
melibatkan dan memperhatikan kepentingan secara konkrit persoalan di
masyarakat. Maka terkait wasail proses pembentukan Otorita IKN,
pengangkatan Kepala Otorita, dan kewenangan Otorita dinilai tidak
memenuhi dari prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah, karena pada dasarnya
prinsip yang terkandung dalam siyasah dusturiyyah dalam tataran
operasionalnya harus mempertimbangkan semangat wasai/ dan maqashid.
Perspektif otonomi daerah menunjukan bahwasannya pelaksanaan Otorita
Ibu Kota Negara baik secara konstitusional dan asas penyelenggaraan
pemerintahan negara bertentangan secara prinsip. Aspek yang begitu

terlihat adalah menguatnya sentralisasi kekuasaan yang justru bertolak
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belakang dengan semangat reformasi, dimana otonomi daerah menjadi salah
satu pondasi untuk menciptakan pemerataan di berbagai bidang kehidupan
sosial, ekonomi maupun budaya sesuai potensi di daerah tersebut. Di lain
sisi, penyelenggaraan otonomi daerah menghendaki penguatan partisipasi
masyarakat dalam proses pembangunan di daerah berbasis kearifan lokal,
sehingga capaian atau target pembangunan menjadi lebih terukur dan efektif
Saran

Rekomendasi yang diambil adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan konsep Otorita Ibu Kota Negara memerlukan evaluasi meliputi
kerangka konseptual hingga instrumen teknisnya. Hal ini diperlukan agar
mekanisme pelaksanaan pemerintahan di wilayah Ibu Kota Negara tidak
bertentangan dengan sistem ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia.
Dikarenakan proses pembangunan Ibu Kota Negara telah berjalan, maka
penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan kebijakan
pembangunan perlu diperkuat untuk mencegah adanya penyelewengan
maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya yang mungkin terjadi akibat

proses pembangunan
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